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ABSTRAK

Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola tingkah dan 
prilaku manusia. Hukum tidak tumbuh dalam ruang kosong melainkan tumbuh dari 
kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya aturan bersama. Karena itulah 
hukum selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat, termasuk nilai-nilai sosial, adat, tradisi, dan agama. Konsekuensinya, 
sebagai produk sosial dan kultura hendaknya hukum selalu dinamis dengan 
perkembangan masyarakat serta solutif terhadap problematika yang muncul di 
tengah- tengah masyarakat. Sesuai dengan karakteristik dari hukum Islam yang 
harus sesuai dengan perubahan zaman, tempat, waktu dan kebutuhan maka sudah 
sewajarnya apabila KHI harus mengalami suatu perubahan. Oleh karena itu TIM 
PUG menginginkan adanya pembaharuan di bidang hukum khususnya di bidang 
hukum keluarga, sebab KHI kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan 
umat islam, karena tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal 
masyarakat di berbagai daerah, melainkan diangkut saja oleh fikih klasik yang 
bernuansa Arab. KHI masih bias gender dan tidak sesuai dengan perkembangan 
zaman dalam konteks ke-Indonesiaan.

Tidak relevannya fiqih-fiqih klasik tersebut disebabkan oleh latar belakng 
dari konteks yang memiliki era/zaman (ruang/waktu) kultur, dan imajinasi sosial 
yang berbeda. Kenyataan ini menggugah para aktivis gender dan aktivis Indonesia 
untuk melakukan revisi terhadap KHI. Buah dari usaha pemikiran tersebut disusun 
dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Tujuan utamanya adalah 
untuk menerapkan sebuah undang-undang perkawinan yang lebih adil antara laki-
laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, sekaligus sebagai upaya untuk lebih 
menjamin kesetaraan serta melindungi hak-hak perempuan, serta menyuarakan  
pandangan yang humanis, pluralis dan demokratis.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, 
mengkomparasikan dan menganalisis isu pasal-pasal yang di tawarkan CLD KHI 
dengan memilah-memilih antara pengertian, perspektif dan pemahaman yang satu 
dengan yang lain antara KHI dan CLD KHI agar diperoleh kejelasan dan 
kemaslahatan yang lebih tinggi bagi suami dan istri dalam perkawinan. Yang
tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah undang-undang perkawinan yang 
mampu menjamin kemaslahatan bagi suami dan istri dalam perkawinan. Penelitian 
ini bersifat kepustakaan murni (library research) yang dilakukan dengan cara 
menggunakan sumber primer kedua tokoh secara langsung, maupun tidak langsung 
namun menunjang dalam penelitian ini sebagai sumber sekunder.

Dari penelitian ini ditemukan jawaban bahwa KHI banyak mengandung bias 
gender, kurang adil, tidak setara pada pasangan suami istri. sedangkan CLD KHI 
lebih menjamin kemaslahatan bagi suami dan istri, lebih adil, setara dan tidak bias 
gender dalam hukum perkawinan ditinjau dari perspektif kesetaraan gender. Namun 
ada sebagian pasal dalam CLD KHI yang tidak sesuai dengan konteks Indonesia.   
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M OTTO

Evolusi merupakan pemulihan sampai kita menyadari 

keutuhan diri kita…

Setiap masalah yang ada di depan kita adalah pelajaran 

untuk dipelajari agar bisa melangkah maju. 

Para pemberani, para visioner mampu melompat maju. 

Ketika kita membaca halaman, mereka membaca bab. 

Ketika para visioner membaca bab, para master membaca 

buku, sementara penerangan menjadi jembatan kehidupan 

antara surga dan bumi.

(DR.Chuck Spezzano, Penulis dan Guru)

“Hidup adalah sebuah tantangan, maka hadapilah.

Hidup adalah sebuah lagu, maka nyanyikanlah.

Hidup adalah sebuah mimpi, maka sadarilah.

Hidup adalah sebuah permainan, maka mainkanlah.

Hidup adalah cinta, maka nikmatilah.”

(Bhagawan Sri Shtya Sai Baba)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan 

pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 

dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai 

berikut:

1. Konsonan  Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

! alif - -

! bā‘ b be

! tā' t te

! śā s es dengan titik di atas

! jim j je

! ha h ha dengan titik di bawah

! khā kh Ka -ha

! dāl d de

! żal ż zet dengan titik di atas

! ra r er

! zai z zet

! sīn s es

! syīn sy Es -ye

! sād s es dengan titik di bawah

! dād d de dengan titikdi bawah
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! Tā’ t te dengan titik di bawah

! Zā' z zet dengan titik di bawah

! ‘ain ‘ koma terbalik di atas

! gain g ge

! fā‘ f ef

! qāf q qi

! kāf k ka

! Lām l el

! m īm m em

! nūn n en

! wau w we

! hā’ h h

! hamzah ' apostrof

! yā' y ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal:

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama

َ
fathah a A

ِ
kasrah i I

ُ
dammah u U
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b. Vokal Rangkap

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama

َي fathah dan ya ai A-i

و  َ◌ fathah dan wau au A-u

Contoh:   : kaifa ل : haula

c. Vokal Panjang (maddah):

Tanda Nama Huruf Latin Nama

ا fathah dan alif ā a dengan garis di atas

ي fathah dan ya ā a dengan garis di atas

ي kasrah dan ya ī i dengan garis di atas

و
dammah dan wau ū u dengan garis di atas

Contoh:

  : qālaل  : qīla

ر : ram ā ل : yaqūlu

3. Ta’ M arbūtah

a. Transliterasi Ta’ M arbūtahhidup adalah “t”.

b. Transliterasi Ta’ M arbūtahmati adalah “h”. 
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c. Jika Ta’ M arbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “   _” 

(“al-”), dan bacaannya terpisah, maka Ta’ M arbūtah tersebut 

ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

الأطفالروضة :raudah al-atfāl

المدینة المنورة : al-M adīnahal-Munawwarah

ط : talhah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama, 

baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

مّل : nazzala

ّا : al-birru

5. Kata Sandang ال “ “

Kata sandang “ال “ ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 

penghubung “-“ baik ketika bertemu dengan huruf qamariyah maupun huruf 

syamsiyah.

Contoh:

ا : al-qalamu

ا : al-syamsu
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6. Huruf Kapital

M eskipun tulisan Arab tidak mengenal hurup kapital, tetapi dalam 

transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 

sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 

ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

W :ومامحمدالارّسول a m ā M uhammadun illā rasūl

KATA PENGANTAR

السنین Ϳ الذى جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عددالحمد

أشھد أن لا إلھ .یات لقوم یعلمونلآلا بالحق یفصل اإوالحساب ما خلق الله ذلك 

اللھم صل على سیدنا .ده ورسولھشھد أن محمدا عبٲالله وحده لا شریك لھ وإلا
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مرى واحلل ٲرب اشرح لى صدرى ویسرلي .لھ وصحبھ اجمعینٲمحمد وعلى 

.ما بعدٲ.عقدة من لسانى یفقھوا قولى

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia 

dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 

dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad saw. beserta 

keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin. 
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Tentang Perkawinan)” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah 
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pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asyari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-

Syakhsiyyah dan, Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-
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Yogyakarta. dan Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan AS 

yang telah mentranformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara 

pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah 

pemikiran penyusun.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik 
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Bapak Drs. Abu Bakar Abak., selaku Pembimbing II, terima kasih telah 

meluangkan waktunya untuk membaca, meneliti, mengoreksi memberikan 

petunjuk arahan dan saran, serta mengadakan perbaikan selama dalam 

proses penyusunan skripsi ini. Sekali lagi penyusun ucapkan terima kasih. 

6. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik, 
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BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pintu gerbang untuk membentuk sebuah keluarga, yang 

di dalamnya terdapat pertalian yang sangat kuat antara dua insan untuk 

mewujudkan sebuah mahligai keluarga yang dalam Islam memiliki tujuan utama 

untuk mencapai kualitas keluarga sakinah-mawadah wa-rahmah. Dengan tujuan 

dan ikatan pertalian seperti itu, akan menimbulkan konsekuensi hak dan 

kewajiban antara keduanya yang masuk dalam lingkungan keluarga.1 Untuk 

mengatur besarnya konsekuensi perkawinan tersebut, maka dibuatlah undang-

undang demi ketertiban dalam melaksanakan perkawinan. Diantara peraturan-

peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 

Tahun 1974 yang menjadi rujukan peraturan perkawinan di Indonesia dan 

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) 

yang menjadi aturan dalam melaksanakan perkawinan. 

Dalam penyusunan Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam (selanjutnya ditulis ‘KHI’) selain menjadi aturan perkawinan adalah upaya 

untuk mencari pola fiqih yang bersifat khas Indonesia atau fiqih yang bersifat 

kontekstual,2 sehingga produk hukum yang dikeluarkan tidak akan terlepas 

dengan konteks ke-Indonesiaan. Karena itu, muncul gagasan perlunya suatu 

                                                
1 Ali Afandi, Hukum  W aris, Hukum  Keluarga, Hukum  Pem buktian, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), hlm . 3. 

2 Abdurrahm an, Kom pilasi Hukum  Islam  Di Indonesia,(Jakarta: Akadem ika Pressindo, 
1992), hlm .31. 
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hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan para 

Hakim Agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi 

hukum nasional, dengan tujuan utama melakukan unifikasi hukum. Keberadaan 

KHI jika dikaitkan dengan kondisi dan tuntutan di zaman sekarang ini

mengandung dua hal, di satu sisi memudahkan para Hakim Agama dan pihak-

pihak lainnya yang akan mencari rujukan hukum, tetapi di sisi lain berpotensi 

memangkas kreatifitas dan upaya-upaya ijtihad dalam bidang hukum keluarga. 

Hal ini pada giliranya akan dapat menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim itu 

sendiri di lapangan, sementara dasar (hukum) yang menjadi rujukan itu sendiri 

tidak ada perubahan.3

Menurut perspektif budaya Indonesia, KHI kurang merepresentasikan 

kebutuhan dan keperluan umat Islam, karena tidak digali secara seksama dari 

kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan diangkut saja 

dari fiqih klasik yang bernuansa Arab. Maka tidak heran jika laki-laki sebagai 

sumber inspirasi, hukum, aturan, diginity (gengsi) dan kebanggaan tersendiri 

selain ikatan suku, ikatan darah karena potret masyarakat waktu itu adalah 

masyarakat patriarkhi yang menjadikan laki-laki sebagai pusat aktifitas, nilai-nilai 

dan standar nasional.4 Tidak relevannya fiqih-fiqih klasik tersebut, disebabkan 

oleh latar belakang dari konteks penyusunan yang memiliki era/zaman (ruang-

waktu), kultur, dan imajinasi sosial yang berbeda. Kenyataan ini menggugah dan 

mendorong berbagai kalangan terutama para aktivis gender dan pemikir Islam

                                                
3 Siti M usdah M ulia, Islam  Dan Inspirasi Kesetaraan Gender, cet. ke-1 (Yogyakarta: 

Kibar Press, 2006), hlm . 158-159.

4 M uham m ad Guntur, “Islam  Perem puan Dan Kearifan Lokal,”Dalam  Jurnal Perem puan 
Edisi 57, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perem puan, 2008), hlm .63.
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Indonesia untuk melakukan revisi terhadap KHI. Buah dari usaha dan pemikiran  

tersebut disusun dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (untuk 

selanjutnya cukup ditulis ‘CLD KHI’ saja) yang sekarang masih berupa draft 

usulan yang dirumuskan oleh Tim Pengarusutamaan Gender pada tahun 2004. 

Tujuan utama dari CLD KHI ini adalah untuk menerapkan sebuah Undang-

Undang mengenai perkawinan pada khususnya, guna mengatur secara lebih adil 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, sekaligus 

sebagai upaya untuk lebih menjamin kesetaraan serta melindungi akan hak-hak 

perempuan, mengadvokasian keadilan gender dalam relasi laki-laki dan 

perempuan dalam keluarga, serta menyuarakan pandangan yang humanis, pluralis 

dan demokratis.5

Meski baru berupa konsep yang diusulkan dan belum dipublikasikan, 

naskah CLD KHI sudah banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan, terutama 

dari kalangan pendukung KHI, sampai pada akhirnya CLD KHI ini ditolak

(dibekukan) oleh Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG-RI). Menurut 

para penolaknya, di dalam naskah CLD KHI terdapat Pasal-Pasal yang dianggap 

tidak sesuai dengan ajaran syari’at Islam. Kritik dan penolakan terhadap CLD 

KHI bukan berarti persoalan tersebut menjadi tidak penting lagi dalam kajian 

Hukum Keluarga Islam di Indonesia.  Justru sebaliknya, penolakan tersebut dapat 

menjadi bukti bahwa masih banyak persoalan keluarga dalam Hukum Islam di 

Indonesia yang masih membutuhkan kajian dan penelitian lebih dalam, dikaitkan 

dengan kebutuhan dan tuntutan persoalan kontemporer. Hal itu dapat dimaklumi 
                                                

5 Nasaruddin Um ar dkk., Am andem en Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya 
Perlindungan Hak Perenpuan dan Anak, cet. ke-I (Yogyakarta: Pusat Studi W anita (PSW ) UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm .113.
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mengingat institusi keluarga di hampir semua agama dipandang sebagai sebuah 

“sanctuary” atau “wilayah sakral” dan karenanya menjadi sangat sensitif. 

Dalam pengalaman negara-negara yang menerapkan hukum Islam, banyak 

dijumpai perubahan-perubahan dengan mudah dalam berbagai hukum yang 

digunakan dalam mengatur masyarakatnya, namun tidak demikian dengan hukum 

keluarga. Bahkan sebagian besar umat Islam meyakini bahwa mengubah hukum 

keluarga, terutama hukum perkawinan berarti mengubah syari’at Islam. 

Sebaliknya mempertahankan hukum perkawinan yang sudah ada meskipun 

dianggap kurang relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan umat 

kontemporer kerap dipandang sebagai mempertaruhkan agama. Karena itu sangat 

dimaklumi, jika upaya-upaya untuk mengubah hukum keluarga selalu ada yang 

memaknai sebagai upaya pembangkangan terhadap syariat Islam.6 Menurut para 

pengusung perubahan dalam hukum keluarga dan perkawinan, apa yang

termaktub dalam KHI mesti dikaji ulang lebih dalam, khususnya jika dihadapkan 

dengan perubahan dan tuntutan persoalan zaman kontemporer yang juga telah 

berubah. Dalam sudut padang kelompok CLD KHI, KHI dianggap masih 

memiliki nuansa bias dan tidak sensitif gender, masih kental dengan tradisi 

patriarkhi, dan KHI juga dirancang berdasarkan rujukan dari kitab-kitab klasik

yang memiliki keterbatasan ruang dan waktunya sendiri, yang tidak serta merta 

relevan dengan kebutuhan zaman sekarang ini.

Selain itu, sejumlah Pasal dalam KHI juga dianggap berseberangan dengan 

produk-produk Hukum Nasional; seperti UU No.7/1984 tentang Ratifikasi 

                                                
6 Siti M usdah M ulia, Islam  Dan Inspirasi,hlm . 172.
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Konvensi Internasional mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi 

terhadap perempuan (CEDAW), dan UU No.33/1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-undang tersebut sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan 

hak-hak perempuan menuju terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan gender 

dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain itu UU No.22/1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang sangat tegas menekankan prinsip demokrasi dengan 

ciri partisipasi seluruh masyarakat, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. 

Pemerintah pun meratifikasi sejumlah konvensi internasional yang berisi 

perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan.7

Pernah lahir juga UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU 

No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya 

KHI berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/1991, yang ditetapkan oleh 

Menteri Agama Munawir Sadzali, tujuan utama perumusan KHI adalah 

menyiapkan pedoman yang seragam (univikatif) bagi para hakim Pengadilan 

Agama dan menjadikan hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa 

Indonesia yang beragama Islam,8 Keberagaman itu merupakan konsekuensi logis 

dari pandangan fikih yang menjadi referensi para Hakim Agama dalam memutus 

suatu perkara.

Upaya pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan konteks ke-

Indonesiaan, dalam sejarah khazanah pemikiran Islam selalu dilakukan oleh para 

pemikir dan sarjana Islam di setiap zamannya, termasuk persoalan hukum 

perkawinan yang selama ini berlaku di Indonesia. Usaha ini merupakan bukti 
                                                

7 Ibid.,hlm . 166. 

8 Abdurrahm an,Kom pilasi Hukum ., hlm . 108-171. 
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bagaimana dinamisasi pemikiran Islam di Indonesia. Tim Pengarusutamaan 

Gender menawarkan konsep pembaharuan hukum Islam yang berkaitan dengan 

hukum perkawinan, perwakafan dan kewarisan yang tertuang dalam bentuk 

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) sejak tahun 2004 lalu.

Visi yang digunakan CLD KHI adalah pluralisme (at-ta’addu>diyyah), 

nasionalitas (al-muwa>t}anah), penegakkan HAM (iqa>mah al-h}uqu>q al-insa>niyyah), 

demokratis, kemaslahatan (al-maslah}ah), kesetaraan gender (al-musa>wa>h al-

insiyyah).9 Sehingga produk hukum yang dihasilkan ada yang sama namun tidak 

sedikit pula yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Banyak sisi 

menarik dari produk hukum yang dihasilkan CLD KHI, diantaranya adalah, calon 

istri dapat mengawinkan dirinya sendiri (Pasal 7 poin 2), asas perkawinan adalah 

monogami (Pasal 3), perempuan dapat menjadi saksi (Pasal 11), calon suami dan 

calon istri dapat melakukan perjanjian perkawinan dalam waktu tertentu (Pasal

28), pembolehan perkawinan beda agama (Pasal 54) dan lain-lain.10 Dihadapkan 

dengan kondisi dan tuntutan persoalan umat yang makin kompleks, baik  di 

Indonesia khususnya dan global secara umum, persoalan isu-isu kontemporer 

dalam khazanah pemikiran hukum keluarga menjadi penting dan menarik untuk 

dikaji lebih dalam. Khususnya menelusuri perbedaan dan persamaan, istinbat

hukum yang dipakai berikut contoh aplikasi tersebut. serta mengkomparasikan

antara KHI dan CLD KHI.

                                                
9 Tim  Pengarusutam aan Gender Departem en Agam a RI, Pem baharuan Hukum   Islam 

Counter Legal Draft Kom pilasi Hukum  Islam; (Jakarta:Departem en Agam a RI,2004), hlm . 25-
29. 

10 Dalam  kepentingan dan tujuan penelitian skripsi ini, hanya akan dibatasi pada kajian 
tentang perkawinan, dan m engaplikasikannya dengan salah satu isu persoalan  yang ada dalam  
CLD KHI.
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Pembahasan inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. 

Meskipun, saat ini CLD KHI telah dibekukan oleh Departemen Agama RI, namun 

dalam khazanah keilmuan Islam, pemikiran hukum senantiasa akan muncul secara 

berkelanjutan di kemudian hari sebagai konsekuensi dan respon terhadap produk 

pemikiran dan hukum yang telah lampau untuk memberikan produk hukum yang 

sesuai dan relevan dengan konteks ke-Indonesiaan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa diambil pokok permasalahan untuk 

dijadikan kajian lebih lanjut, yaitu:

1. Apa saja yang menjadi isu-isu kontemporer dalam CLD KHI (Pasal-Pasal

KHI mana saja yang dikritik dan yang diganti) dan Pasal apa yang 

ditambahkan CLD KHI?

2. Bagaimanakah relevansi pasal yang ditambah dalam upaya pembentukan 

perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia saat ini dan untuk 

mencapai tujuan perkawinan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Adapun tujuan penyusunan proposal skripsi ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan pasal-pasal KHI yang dikritik, yang diganti dan 

yang ditambah dari Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD

KHI)

2. Untuk mendeskripsikan relevansi hukum keluarga Islam dalam 

pembentukkan perundang-undangan hukum keluarga dalam konteks



8

kekinian di Indonesia.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu sumbangan dalam memperkaya khazanah penelitian 

tentang isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga.

2. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan pemikiran dalam 

bidang Counter Legal Draft hukum keluarga.

3. Sebagai kajian yang dapat merangsang dan menarik minat peneliti lain 

khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih 

lanjut mengenai maslah hukum perkawinan yang diusung CLD KHI.

D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh kajian pustaka yang telah dilakukan penyusun, penelitian-

penelitian lain terkait dengan tema sejenis lebih banyak terfokus pada satu kasus 

dan satu aspek saja dari persoalan hukum keluarga. Sebagian ada juga yang 

mengambil satu tema atau hanya melakukan pembahasan tentang metodologi 

pengambilan istimbat hukumnya. Diantara karya-karya tersebut, sebagaimana 

akan diuraikan di bawah ini.

Furqon dalam skripsinya kajian Metode Istimbat Hukum Tentang 

Perkawinan Beda Agama Dalam Pasal 54 CLD KHI yang mengkaji tentang dasar 

argumentasi yang dibangun Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tentang 

perkawinan beda agama.11 Kajian ini lebih fokus dan hanya membahas satu tema 

tentang Perkawinan Beda Agama dari CLD KHI, dan tidak membahas tema 

                                                
11 Furqon, ”M etode Istinbat Hukum  Tentang Perkawinan Beda Agam a Dalam  Pasal54 

Counter Legal Draft Kom pilasi Hukum  Islam ,”Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,
(2006).
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lainnya.

Dalam skripsi Rosyadi dikaji mengenai Hak-Hak Perempuan Dalam 

Perkawinan Menurut Inpres No.1 tahun 1991 KHI dan CLD KHI. Skripsi ini lebih 

mendalami persoalan tentang bagaimana hak-hak perempuan dalam perkawinan 

menurut KHI dan CLD KHI. Termasuk di dalamnya pembahasan persamaan dan 

perbedaan hak-hak perempuan dalam perkawinan, dan bagaimana relevansi 

pengaturan hak-hak perempuan dalam perkawinan menurut KHI dan CLD KHI

dengan konteks kekinian.12

Rianto dalam skripsinya mengkaji tentang Batas Minimal Usia Nikah 

(Studi Komparatif Antara Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam dan Counter Legal Draft). Dalam skripsi ini penyusun lebih menekankan 

pembahasan tentang persoalan yang menjadi latarbelakang KHI dan CLD KHI

dalam persoalan Penentuan Batas Minimal Usia Perkawinan, bagaimanakah 

relevansi batas minimal usia nikah dalam KHI dan CLD KHI, sebagai upaya 

untuk mencapai tujuan perkawinan.13

Sementara buku dan referensi lain yang membahas dan terkait dengan 

CLD KHI dan KHI diantaranya adalah:

Buku Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum 

Islam yang ditulis oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama 

                                                
12 Rosyadi, ”Hak-Hak Perem puan Dalam  Perkawinan: M enurut Inpres No.1 Tahun 1991 

Kom pilasi Hukum  Islam  dan Couter Legal Draft,”SkripsiFakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 
(2008).

13 Riyanto, ”Batas M inim al Usia Nikah: Studi Kom paratif Antara Inpres No.1 Tahun 
1991, Tentang Kom pilasi Hukum  Islam  dan Counter Legal Draft,”SkripsiFakultas Syari’ah UIN 
Sunan Kalijaga (2009).
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Rebuplik Indonesia.14 Dalam buku tersebut menjelaskan dengan lengkap tentang 

latar belakang penyusunan CLD KHI, argumentasi, tujuan, cita-cita menuju KHI 

yang Pluralis dan Demokratis serta seluruh materi CLD KHI dari KHI.

Selain itu juga terdapat buku Amandemen Undang-Undang Perkawinan 

Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, yang ditulis oleh 

Nasaruddin Umar dkk. Dalam buku ini ditawarkan bentuk-bentuk amandemen 

terhadap hukum perkawinan dalam KHI yang meliputi persoalan difinisi 

perkawinan, wali, saksi, batas minimal usia nikah bagi perempuan, mahar, 

pencatatan perkawinan, nusyuz, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, poligami, 

perkawinan beda agama, iddah, ihdad serta hak-hak dan status anak diluar 

perkawinan. Sementara dalam hukum kewarisan meliputi soal waris beda agama, 

jumlah bagian warisan anak perempuan, warisan untuk anak diluar perkawinan, 

soal aul dan radd. Sedangkan dalam hukum perwakafan meliputi wakaf beda 

agama dan wakaf hak intelektual.15

Dari sebagaian kajian pustaka tersebut dapat dikatakan bahwa sejauh 

diketahui penulis, belum ditemukan penelitian yang membahas Pasal-Pasal

kontroversial dalam CLD KHI sebagai bentuk tawaran pembaharuan hukum 

keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan secara lebih 

menyeluruh. Maka penyusun merasa penelitian ini perlu untuk diangkat sebagai 

suatu studi ilmiah. Selain tema-tema tersebut masih dirasa penting dan relevan 

dengan kebutuhan persoalan hukum keluarga di Indonesia yang terus berubah dan 

                                                
14 Tim  PUG Depag RI, Pem baharuan Hukum  Islam : Counter Legal Draft Kom pilasi 

Hukum  Islam (Jakarta: Depag RI, 2004).

15 Nasaruddin Um ar dkk., Am andem en Undang-Undang Perkawinan, (2006).
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berkembang, menurut penyusun dapat menjadi kontribusi pengetahuan dalam 

mengembangkan khazanah pemikiran Islam , khususnya dalam persoalan hukum 

keluarga. Selain bagi penyusun sendiri, diharapkan studi ini dapat juga bermanfaat 

bagi siapa saja yang peduli pada upaya untuk terus melakukan pembaharuan 

hukum Islam agar tetap relevan dan selalu lebih memanusiakan manusia atau 

kembali pada dasar tujuan utamanya yaitu kemaslahatan umat (li maslahatil 

ummah). Dalam kasus studi ini, memiliki tujuan --sebagaimana tawaran yang 

terdapat dalam CLD KHI yang bervisi untuk-- mengangkat derajat kaum

perempuan serta pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam 

setiap aspek kehidupan, khususnya di dalam keluarga, sebagaimana banyak di 

uraikan di dalam isi Pasal-Pasalnya.

E. Kerangka Teoritik

Mengingat begitu pentingnya peran hukum bagi masyarakat, maka kajian 

terhadap ketentuan suatu peraturan perundang-undangan merupakan hal yang 

harus selalu dilakukan, karena peraturan perundang-undangan merupakan salah 

satu dari realisasi hukum sebagai alat rekayasa sosial. Apalagi jika diperlihatkan 

bahwa KHI yang telah berusia 18 tahun, sebuah kurun waktu yang 

memungkinkan untuk diadakan peninjauan ulang suatu hukum atau peraturan 

perundang-undangan terlahir dari produk pengetahuan manusia yang memiliki 

derajat kebenaran” tentatif dan relatif” yang terikat ruang dan waktu. Dengan 

dasar ini, maka jelas sebuah rumusan hukum sangat terbuka untuk ditinjau 

kembali di waktu tertentu, seiring tuntutan dan persoalan yang juga ikut berubah. 

Bahkan sebagian pihak menilai hal tersebut adalah suatu keharusan, jika ternyata 
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Pasal-Pasal dalam rumusan hukumnya sudah tidak relevan lagi atau tidak 

mengandung kemaslahatan bagi masyarakat, sebagai tujuan utama disusunnya 

sebuah hukum. Hal semacam inilah yang menjadi dasar para ulama, peneliti dan 

pemikir-pembaharu Islam terdahulu. Sebagimana dikatakan Ibn al Qayyim dan 

lainnya, bahwa menetapkan sebuah fatwa itu akan berubah dan berbeda karena 

berubahnya zaman, tempat, keadaan, adat dan niat.16

Dengan demikian, maka dalam sebuah negara, suatu peraturan perundang-

undangan yang menjadi sandaran untuk dapat mewujudkan kebijaksaan dan 

merupakan aktifitas yuridis formal yang bertugas merumuskan secara tertib 

menurut prosedur yang telah ditentukan mesti selaras dengan kebutuhan dan 

kehendak masyarakat.17 Oleh karena itu, setiap peraturan yang ditetapkan 

seyogyanya dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat

secara menyeluruh, bukan untuk segelintir orang saja.

Tujuan Allah SWT mensyari’atkan hukum Nya adalah untuk memelihara 

kemaslahatan manusia beserta kehidupannya, sekaligus untuk menghindari 

mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.18 Hal ini sejalan dengan firman Allah 

SWT: 

١٩سلنا ك الا رحمة للعا لمینوما ار

                                                
16 Yusuf al-Qardhawi,Keluasan dan Keluwesan Hukum  Islam, alih bahasa: Agil Husin 

al-M unawwar, cet. ke-1 (Sem arang: Dina Utam a Sem arang (DIM AS), 1993),hlm . 56. 

17 Satjipto Raharjo, Hukum  dan M asyarakat,cet. ke-3 (Bandung: Angkasa, 1979),hlm 
113.

18Fatchurrahm an Djam il, Filsafat Hukum  Islam, bagian. ke-1 (Jakarta:Logos W acana 
Ilm u,1997), hlm . 125.

19 Al-Anbiya>’(21):107.
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Lebih rinci lagi, as-Syat}ibi>yang menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-

nilai ajaran tersebut dalam sebuah konsep yang dikenal dengan istilah maqa>s}hid

as-Syari>’ah. Penjabaran as-Syat}ibi> tentang M aqa>s}hid as-Syari>’ah

menggarisbawahi bahwa dalam setiap istinbat (dalam pengambilan) hukum harus 

memperhatikan nilai-nilai universal Al-Qur’an dan As-Sunnah dalam rangka 

untuk mencapai keamanan, keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat. Karena, 

pada dasarnya secara global tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya 

adalah untuk kemaslahatan manusia seutuhnya, baik di dunia maupun di akhirat.20

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat 

Imam Ghazali (w. 1111 m) merumuskan tujuan dasar syariat Islam (al-m aqa>s}hid

as-syari>’ah), yakni; pertama, Islam menjamin hak kelangsungan hidup (h}ifz an-

nafs). Bagaimana mungkin manusia dapat beramal shaleh kalau dia sendiri tidak 

memiliki kehidupan. Kedua, Islam menjamin kebebasan beropini dan berekspresi  

(h}ifz al-’aql). Ketiga, Islam menjamin kebebasan beragama (h}ifz ad-di>n). 

Keempat, Islam menjamin hak dan kesehatan reproduksi (h}ifz an-nasl) untuk 

menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelima, Islam menjamin hak property 

(h}ifzal-ma>l), yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak untuk 

memperoleh jaminan perlindungan dan kesejahteraan. Artinya seluruh 

keberagaman manusia dibangun untuk melindungi kelima hak dasar tersebut. 

Oleh karena itu, jika ditemukan ajaran agama yang bertentangan dengan kelima 

hak dasar tadi, maka ajaran tersebut perlu direvisi dan di interpretasi ulang demi 

                                                
20 Ism ail M uham m ad Syah, Tujuan dan Ciri Hukum  Islam  Dalam  Hukum  Filsafat 

Hukum  Islam , cet. ke 2 (Jakarta: Bum i Aksara dan Dirjen Pem binaan Kelem bagaan Agam a Islam  
DEPAG, 1992), hlm . 65.
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menjawab tuntutan kemaslahatan manusia.21

Guna kepentingan menerapkan hukum perkawinan di Indonesia, ada dua 

perbedaan dalam mengistimbat hukum yang di gunakan KHI dan CLD KHI. 

Dalam hal ini metode yang dipakai KHI menggunakan tiga metode yaitu: pertama

menggunakan metode istinbat hukum secara bayani yaitu menunjuk kepada 

maksud pembicaraan yang tidak terlepas darikhitab itu sendiri dari segi 

dalalahnya dengan maksud yang dikehendaki, kedua metode istinbat hukum 

secara qiyasi (ta’lili) yaitu mengambil kesimpulan hukum dari nas dengan 

pertimbangan illat hukum sebagai bahan perbandingan bagi peristiwa hukum yang 

diluar nas dengan jalan analog. Dan yang terakhir metode istinbat hukum secara 

istislahi yaitu dengan cara mengambil kesimpulan hukum dengan jalan melihat 

kepada ruh al-syaria’ah secara umum untuk menetapkan hukum peristiwa yang 

timbul yang tidak ada ketentuan hukum dalam nas di dasarkan kepada istislah. 

Namun KHI dalam melakukan istinbat lebih cenderung kepada pemahaman teks 

ayat al-Qur’an dan Hadis yang berkenaan langsung pada permasalahan. Dalam 

menafsirkan ayat lebih bersifat juz’i/parsial yakni dalam memahami persoalan 

berdasarkan ayat-per ayat yang berdiri sendiri secara terpisah. Meskipun kadang 

dilakukan kajian silang ketika menafsirkan satu ayat, operasionalnya dilakukan

bukan secara sistematis. Sedangkan metode istinbat hukum yang digunakan CLD 

KHI, yang pertama M engumpulkan semua ayat yang ada dalam al-Qur’an yang 

m embahas satu topik permasalahan, kemudian menghubungkan ayat-ayat 

tersebut menjadi satu kesatuan, dan menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan 

                                                
21 Siti M usdah M ulia, Islam  dan Inspirasi,  hlm . Viii.
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im plikasi topik tersebut. Kedua lebih cenderung kepada penekanan pentingnya 

m emahami al-Qur’an secara menyeluruh ketika membahas satu masalah (satu 

tema), ketiga menekankan pentingnya memahami arti (ma’na) dan tujuan 

(aghra>d) ayat-ayat al-Qur’an untuk dapat memahami al-Qur’an dengan 

mendalam dan benar, keempat lebih menekankan pada pentingnya penafsiran 

kontekstual; (pendekatan sejarah dan ilmu sosial).

F. Metode Penelitian

Adapun penelitian mengenai isu-isu kontemporer dalam khazanah 

pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia (studi terhadap CLD KHI PUG 

DEPAG RI tentang perkawinan) dalam rangka punulisan skripsi, penyusun 

menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library 

Research), yaitu, sebuah model penelitian yang objeknya berupa 

pemikiran yang terdapat dalam buku-buku, dokumen undang-undang, 

draft, naskah akademik, kitab-kitab, jurnal-jurnal, dan bisa juga dengan 

penelusuran dan inventarisasi data yang bersumber pada literatur lainnya 

(baik dari media tertulis mauapun internet) yang masih memiliki

kesinambungan22 dan memiliki relevansi dengan tema kajian dari skripsi 

ini.

2. Sifat penelitian

                                                
22 KartiniKartono, Pengantar M etodologi Riset Sosial, cet. VII, (Bandung: M andar 

M aju, 1996), hlm . 33.
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Dalam penelitian ini sifat penelitiannya adalah deskriptif,

komparatif dan analitik.

Deskriptif ialah usaha untuk menguraikan, menjelaskan dan 

menggambarkan dengan menyeluruh bagaimana isu-isu kontemporer yang 

terdapat pada CLD KHI dan menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan dalam skripsi ini.

Komparatif  yaitu usaha untuk membandingkan beragam isu Pasal-

Pasal yang ditawarkan CLD KHI yang menjadi pesoalan penelitian. 

Dengan cara perbandingan ini, diharapkan dapat ditemukan persamaan dan 

perbedaan beserta kelebihan dan kekurangan masing-masing agar 

ditemukan pemahaman yang lebih tepat dari kedua hal yang 

diperbandingkan yaitu, KHI dan CLD KHI.

Sedangkan Analitik adalah usaha untuk menganalisa bagaimana 

dasar pemikiran, kerangka paradigmatik, konsep beserta tujuan-tujuan dari 

semua materi dalam pembahasan dalam skripsi ini. Dengan cara ini 

diharapakan akan dapat mempertajam temuan-temuan dan menghasilkan 

kesimpulan yang dapat menjawab dengan tepat rumusan masalah yang 

telah ditentukan. Selain itu dengan melakukan analisa yang lebih 

mendalam, diharapkan dapat menggali pengetahuan ilmiah dari perincian

normatif tentang isu-isu Pasal-Pasal yang ditawarkan antara CLD KHI, 

dengan jalan memilah-milah antara pengertian, perspektif, dan 

pemahaman yang satu dengan yang lain, agar diperoleh kejelasan dan 

kemaslahatan yang lebih tinggi bagi suami dan istri dalam perkawinan. 
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Sebagaimana ditawarkan dalam CLD KHI, tujuannya adalah untuk 

menciptakan sebuah undang-undang perkawinan yang mampu menjamin 

kemaslahatan bagi suami dan istri dalam perkawinan, yang dapat ditinjau

melalui perspektif kesetaraan gender, sehingga dapat tersusun sebuah 

undang-undang keluarga lebih adil, setara dan tidak bias gender.

3. Sumber data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

berupa data primer dan data sekunder. Data perimer ialah data pokok yang 

berupa draft CLD KHI dan penelusuran dari literatur lain yang berkaitan 

dengan kajian skripsi ini. Sedangkan data sekunder ialah suatu data

tambahan yang berasal dari kitab-kitab kalsik, buku, surat kabar, jurnal, 

majalah, makalah maupun artikel dan literatur lainnya (baik dari media 

tertulis maupun internet) yang memiliki relevansi dengan pembahasan 

skripsi ini.

4. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam menelusuri masalah yang dikaji 

ialah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif adalah merupakan 

suatu pendekatan yang menjadikan norma-norma (dalil-dalil agama dan 

kaidah yang terdapat dalm kitab klasik) sebagai salah satu cara 

meyakinkan untuk dijadikan bahan rujukan. Sedangkan pendekatan yuridis 

yakni pendekatan yang digunakan penyusun dalam melihat obyek terhadap 

CLD KHI PUG DEPAG RI tentang perkawinan CLD KHI yang terkait 

dengan Isu-Isu Kontemporer Dalam Khazanah Pemikiran Hukum 
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Keluarga Islam Di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisa data ini merupakan salah satu tahap dari proses mengolah 

data untuk sampai pada kesimpulan.Untuk menganalisa data-data yang 

telah digali dalam kajian ini dan untuk menjawab rumusan masalah serta

pembahasan materi skripsi ini, digunakan beberapa model analisa, 

diantaranya;

Metode Induktif yaitu analisis yang berangkat dari fakat-fakta yang 

khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian dari fakta-fakta tersebut 

ditarik generalisasi yang mempunyai kesimpulan yang umum. Dengan 

metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan CLD KHI.

Selain itu metode Komparatif juga digunakan , yakni dengan cara 

mengkomparasikan dua data antara CLD KHI dan KHI sehingga dapat 

dipahami beragam persamaan dan perbedaan antara keduanya.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan dan pembahasan lebih lanjut uraian 

skripsi ini, maka disusun sistematika skripsi ini dalam lima bab;

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian dan sitematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah 

awal sebelum melangkah lebih jauh ke inti dari obyek penelitian, yang 

menjelaskan gambaran umum dari pembahasan skripsi ke depannya.

Bab Kedua, pembahasan mengenai latar belakang dari kedua hukum 
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yang dikaji, yaitu KHI dan CLD KHI, dengan memaparkan mengenai bagaimana 

sejarah dan latar belakang masing-masing undang-undang tersebut dibentuk dan 

mengungkap masalah-masalah yang timbul sebagai keresahan serta mengingat 

kondisi kekinian. Serta mengetengahkan hak-hak kesetaraan dalam perkawinan, 

yaitu membahas mengenai hak-hak kesetaraan di dalam perkawinan dengan 

menggunakan sisi normatif dan yuridis, dihubungkan dengan HAM, KDRT, 

perlindungan terhadap anak dan masalah-masalah yang berhungan dengan 

kesetaraannya. 

Bab Ketiga, berisi tentang dalil, perbedaan-perbedaan  yang diusung dari

KHI dan CLD KHI dan Pasal-Pasal yang dikritik, yang diganti serta yang 

ditambah, sekaligus analisis tentang pasal-pasal pembaharuan yang berkenaan 

dengan segi-segi persam aan dan kesetaraan gender. Selanjutnya KHI dan CLD 

KHI tersebut dapat dianalisis relevansinya dalam kehidupan masyarakat 

kontemporer.

Bab keempat membahas mengenai bagaimana KHI dan CLD KHI dalam 

merumuskan hukum/menetapkanya, dasar-dasar hukum yang digunakan, istinbat 

hukum yang digunakan keduanya, serta mengkomparasikan data antara KHI dan 

CLD KHI.

Bab kelima, merupakan bab yang mengakhiri pembahasan yakni penutup 

yang berisikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah 

teruraikan diatas oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang penyusun paparkan di atas, ada beberapa 

yang menjadi kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1.   Isu-isu kontemporer CLD KHI dalam pembentukkan hukum keluarga di 

Indonesia diantaranya adalah; batas minimal usia nikah, saksi 

perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, calon istri dapat 

mengawinkan dirinya sendiri, asas perkawinan adalah monogami, 

perempuan dapat menjadi saksi, pembolehan perkawinan beda agama,

dan lain-lain. Karena pasal-pasal dalam KHI memarjinalkan 

perempuan, seperti dalam hal perwalian, saksi, nusyuz, poligami serta 

dalam hak dan kewajiban suami istri. Sejumlah pasal KHI juga 

berseberangan dengan produk-produk hukum nasional, seperti UU No. 

07 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan; UU Tentang Hak Anak (2000); UU No. 39 

Tahun 1999 tentang HAM. Disamping itu, KHI juga tidak bersesuaian 

dengan sejumlah kebijakan internasional dalam penegakkan dan 

perlindungan HAM yang sangat tegas mendorong penguatan hak asasi 

perempuan, seperti Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap perempuan. Begitu juga dengan batas minimal usia 

perkawinan dalam KHI berseberangan dengan Konvensi Hak Anak 

(1990) yang diratifikasi melalui Kepres Tahun 2000 mengenai hak anak 
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yang isinya menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun, dan konvensi 

Anti Diskriminasi Rasial (1999).

2.  untuk mencapai tujuan perkawinan dalam konteks Indonesia yang 

relevans, Maka pasal-pasal yang berseberangan dengan undang-undang 

dan bias gender perlu direvisi, dan diganti dengan yang lebih 

menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengutamakan keadilan gender 

antara laki-laki dan perempuan, serta menyuarakan pandangan yang 

humanis, pluralis dan demokratis, seperti dalam hal umur minimal 

perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, tentang saksi, 

laki-laki dan perempuan bisa menjadi saksi, kedudukan antara laki-laki 

dan perempuan dalam rumah tangga adalah sama, dalam hal poligami 

dilarang, karena poligami merugikan perempuan dan awal keretakan 

dalam rumah tangga, kaitannya dengan Indonesia yang beragam 

kepercayaan (pluralisme) perkawinan beda agama apabila dibolehkan,

maka akan banyak menimbulkan kemadaratan. Kemadaratan itu bukan 

saja berdampak pada kebahagiaan keluarga nam un lebih dari pada itu 

adalah pengaruh pemikiran terhadap anak keturunan m ereka. Hal 

utama yang harus diselamatkan adalah aqidah, ketika perkawinan

dengan ahli kitab justru berdampak buruk bagi aqidah keturunan atau 

dirinya sendiri m aka hal itu harus di jauhi. Sebagaimana kaidah 

fiqhiyah, menjauhi hal-hal yang merusak adalah lebih diutamakan, 

Daru almafa>sidu muqaddamu ‘ala> jalb al-mas}a>lih}.
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B. SARAN

Sebagai saran penulis, berkenaan dengan penyelesaian penyusunan skripsi 

tentang hukum keluarga Islam kontemporer (studi tentang CLD KHI) ini 

diantaranya:

Beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian dalam penyempurnaan 

hukum keluarga Islam di Indonesia adalah:

Pertama, membangun logika berfikir yang adil dan sensitif gender, 

sehingga peran-peran subordinat harus hilang. Kedua, isi undang-undang tidak 

membenarkan terjadinya diskriminatif terhadap golongan tertentu. Ketiga, 

pentingnya definisi hukum yang jelas dan terukur dalam tiap pasal. Keempat, 

batas usia perkawinan harus mengadopsi standar kesiapan dan kesehatan 

reproduksi perempuan. Kelima, pentingnya memasukan pencatatan perkawinan

dalam definisi dan syarat serta rukun perkawinan. Dan terakhir Keenam,, 

perundangan seharusnya memberikan upaya pencegahan, perlindungan, dan

penegakan terhadap kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Tanpa 

memperhatikan hal tersebut, maka sebuah RUU mutlak dikaji ulang.

Kelahiran RUU CLD KHI patut dicermati bersama agar tidak tergesa 

mensahkan menjadi undang-undang. Apalagi sudah menjadi pengetahuan jamak 

di masyarakat bahwa UU Perkawinan dan KHI perlu direformasi agar sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menjawab persoalan hukum yang kian 

dinamis. Mengutip pendapat Paulo Freire, seorang tokoh yang memperjuangkan

terwujudnya pendidikan yang membebaskan, menulis tentang kesadaran semu. 

Jika dikaitkan dengan persoalan perempuan yang sejak kecil sudah tertanam 
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budaya patriarkhi tentu ia akan selalu setia dan sedia terhadap apa yang ia terima 

dari lingkungan dan keluarga untuk dilakukan saat dewasa dan berkeluarga. Tanpa 

mempertanyakan atau berniat menggugatnya. Pada fase inilah perempuan ada 

dalam titik kesadaran semu. Itulah gunanya mengapa hukum harus brgerak, ia 

harus mendorong munculnya sikap kritis seperti dalam UU PKDRT yang

mendorong semua orang untuk berani bicara kebenaran. Bukan justru sebaliknya.

Diharapkan masalah pendekatan yang berperspektif kesetaraan dan 

keadilan gender yang digunakan TIM PUG untuk meneliti persoalan hukum 

keluarga tidak menjadi sengketa antara pemikir konservativ dengan pendukung 

liberal. Karena masalah ini sifatnya sangat ijtihadiyyah, siapa saja dapat atau 

boleh berpendapat sesuai dengan pradigma yang dimiliki masing-masing. 

Terakhir, Nawal el Sadawi seorang feminis asal Mesir pernah berucapa 

bahwa ’saya tidak membenci laki-laki, tetapi membenci budaya lai-laki’. Budaya 

ini tentulah budaya patriarkhi. Budaya yang senantiasa menempatkan laki-laki 

sebagai raja kecil dalam keluarga yang hanya tahu makan dan minum dengan 

meminta pelayanan sepenuhnya pada isteri. Tentu, besar harapan RUU CLD KHI

tidak menciptakan raja-raja kecil baru dalam masyarakat Indonesia. Akan tetapi 

sebagai hubungan patner. Amin.
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